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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. KPPU dibentuk sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan 

untuk menyelidiki, mengawasi, dan menegakkan hukum persaingan usaha. 

Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU mengalami keterbatasan di era 

ekonomi digital, menyangkut pelaku usaha yang mendominasi pasar sudah 

tidak terikat batas wilayah lagi. Digitalisasi ekonomi menjadikan hukum 

persaingan usaha semakin kompleks yang bersifat multi-sided markets dan 

menghambat KPPU dalam menangani perkara terhadap pelaku usaha yang 

berada di luar negeri. KPPU dalam menangani pelaku usaha yang berasal 

dari luar negeri mengalami kesulitan menyangkut belum diterapkannya 

prinsip ekstrateritorial yang nampak pada definisi pelaku usaha masih 

terbatas bagi pelaku usaha dalam negeri. Implikasinya KPPU tidak dapat 

mengumpulkan bukti secara langsung dan mengandalkan indirect evidence 

dan tidak dapat memaksa kehadiran pelaku usaha atau saksi untuk dimintai 

keterangan. 

2. Peneliti menganalisis konfigurasi politik hukum persaingan usaha di 

Indonesia terjadi dalam konfigurasi politik demokratis yang melahirkan 

produk hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkarakter 

responsif. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki KPPU dalam 

penanganan perkara persaingan usaha terhadap pelaku usaha dari luar negeri 
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dapat diatasi dengan penerapan prinsip ekstrateritorial. Rumusan ius 

constituendum yang memberikan penguatan kewenangan ekstrateritorial 

KPPU meliputi perluasan definisi pelaku usaha dari dalam negeri dan luar 

negeri yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia; tata cara 

penanganan perkara persaingan usaha di era ekonomi digital yang 

menerapkan pengumpulan alat bukti tertulis yang lebih menguatkan 

kewenangan KPPU dibandingkan penggunaan alat bukti surat dan/atau 

dokumen yang dianggap membatasi KPPU dalam mengumpulkan bukti 

digital yang tidak selalu berupa surat dan/atau dokumen; akomodasi 

paradigma ekonomi industri baru; penggunaan doktrin efek; penambahan 

kewenangan penggeledahan dan memaksa kehadiran pelaku usaha atau 

saksi untuk dimintai keterangan. 

B. Saran 

 Peneliti mengharapkan adanya penelitian selanjutnya dengan menggunakan 

jenis penelitian dan pendekatan yang berbeda, yakni jenis penelitian hukum empiris 

yang mengkaji efektivitas pelaksanaan kewenangan KPPU di era ekonomi digital 

setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 disahkan memberikan penguatan  kewenangan ekstrateritorial dalam 

pengananan perkara terhadap pelaku usaha ekonomi digital yang berasal dari luar 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia. 
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